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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan guna memastikan dampak belanja pemerintah terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia Islam di Kabupaten, Kota, Provinsi NTB selama 
periode lima tahun, khususnya dari 2018 hingga 2022. Studi ini akan 
menggunakan fasilitas umum, pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, 
pengeluaran pemerintah untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan sebagai 
variabel independen, dan Indeks Pembangunan Manusia Islam (IHDI) sebagai 
variabel dependen. Regresi data panel digunakan sebagai teknik. Data panel 
adalah campuran data cross-sectional dan time series. Ketika regresi data panel 
digunakan, Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang baik untuk digunakan 
untuk estimasi akhir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari 2018 hingga 
2022, pengeluaran pemerintah untuk perumahan, fasilitas umum, dan 
perlindungan sosial bersama-sama memiliki dampak signifikan pada Indeks 
Pembangunan Manusia Islam (IHDI) di Kabupaten Kota, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, tetapi pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan saja 
tidak. Variabel dependen dipengaruhi oleh temuan investigasi variabel independen 
pada saat yang sama. 75% dari temuan penelitian ditentukan oleh faktor-faktor 
yang tidak diperiksa, dan 25% ditentukan oleh faktor-faktor lain. 

Kata Kunci: Islamic Human Development Index, Kesehatan, Pendidikan, 
Perumahan Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial. 
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ABSTRACK 
This study aims to ascertain the impact of government spending on the Islamic 
Human Development Index in Regencies, Cities, and Provinces of NTB over a 
five-year period, especially from 2018 to 2022. The study will use public facilities, 
government spending on social protection, government spending on housing, 
education, and health as independent variables, and the Islamic Human 
Development Index (IHDI) as dependent variables. Panel data regression is used 
as a technique. The data panel is a mixture of cross-sectional and time series 
data. When panel data regression is used, the Fixed Effect Model (FEM) is a good 
model to use for final estimation. The findings of the study show that, from 2018 to 
2022, government spending on housing, public facilities, and social protection 
together had a significant impact on the Islamic Human Development Index 
(IHDI) in Kota Regency, West Nusa Tenggara Province, but government spending 
on health and education functions alone did not. The dependent variable is 
influenced by the findings of the independent variable investigation at the same 
time. 75% of the study's findings were determined by unexamined factors, and 
25% were determined by other factors 

Keywords: Islamic Human Development Index, Health, Education, Housing, 
Public Facilities, Social Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa adalah pembangunan 

manusianya, dan Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Bangsa 

ini dianggap maju tidak hanya dalam hal PDB tetapi juga dalam hal 

harapan hidup, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan layanan publik 

yang diberikan kepada warganya (Kahang et al., 2016). 

Masyarakat yang adil dan makmur adalah salah satu tujuan yang 

diakui oleh pemerintah Indonesia sebagian besar dicapai melalui 

pembangunan nasional. Pembangunan daerah dengan demikian telah 

menjadi fokus dari sejumlah proyek pembangunan, terutama di daerah-

daerah di mana tingkat kemiskinan relatif tinggi dan telah meningkat 

setiap tahun. Sejalan dengan   tujuan pertumbuhan jangka pendek dan 

jangka panjang telah menentukan kemajuan negara, serta prioritas masing-

masing kebutuhan di suatu wilayah, pendekatan terpadu digunakan dalam 

pembangunan daerah dan berkelanjutan. Sehingga, tingkat di mana jumlah 

orang miskin menurun berfungsi sebagai salah satu indeks utama 

efektivitas pembangunan nasional. Agar pemerintah pusat dan daerah 

dapat mengalokasikan dana di suatu negara atau wilayah, mereka harus 

efektif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (Susilowati & 

Suliswanto, 2015). 

Pemain kunci dalam ekspansi dan pengembangan ekonomi adalah 

pemerintah daerah. Diantisipasi bahwa pemerintah daerah akan dapat 
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secara positif sebagaimana ditentukan oleh produk regional bruto (PDB), 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi, termasuk 

pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah diharapkan memiliki 

kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan 

indeks pembangunan manusia, untuk kepentingan mempromosikan 

pembangunan ekonomi. Sejumlah kelompok ekonomi Keynesian 

berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong pemulihan 

ekonomi di daerah-daerah di mana sektor publik dan swasta terlibat. 

Sehingga, permintaan agregat yang diciptakan oleh pengeluaran 

pemerintah seperti yang ditunjukkan dalam beberapa kegiatan dapat 

menghasilkan pengganda ekonomi. Konsekuensinya, pemerintah harus 

memberikan kontribusi, salah satunya mengalokasikan pengeluarannya 

dalam bentuk belanja sesuai dengan fungsi yang sesuai (Arfiyansyah, 

2018). 

Guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, pemerintah 

bertindak sebagai pelaksana pembangunan tentu membutuhkan personel 

terbaik. Untuk itu, perlu diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia pemerintah. Tujuan pengeluaran dan investasi pemerintah 

adalah pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah mencerminkan 

kebijakan yang telah diadopsi pemerintah. Sebagaimana dibuktikan oleh 

indeks pembangunan manusia (IPM), pengeluaran pemerintah ditekankan 

di sini untuk meningkatkan kaliber sumber daya manusia, juga digunakan 

untuk mendanai sektor publik, yang lebih signifikan. Tingkat kesehatan, 
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pendidikan, dan pelayanan publik warga individu merupakan faktor kunci 

yang harus diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Populasi dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang 

tinggi lebih mampu menyerap dan mengelola sumber daya untuk 

pembangunan ekonomi, baik dari segi teknologi maupun institusi. Hal ini 

penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum rakyat, yang pada 

dasarnya ditentukan oleh kegiatan. (Baeti, 2013). 

Gambar 1. 1  

    Index Pembangunan Manusia Di 10 Provinsi di Indonesia 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik,2023 

Gambar 1.1 di atas  menampakkan IPM  di 10 provinsi di 

indonesia 2018 melebihi nilai rata-rata index pembangunan manusia 

secara nasional, Bali memiliki nilai tertinggi sebesar 74,77, Nusa Tenggara 

Barat 67,30, Nusa Tenggara Timur 64,39, Sulawesi Utara 72,20, Sulawesi 

Tengah 68,88 Sulawesi Selatan 70,90, Sulawesi Tenggara 70,61, 

Gorontalo 67,71, Sulawesi Barat 65,10, Maluku 68,87, Indonesia 71,39. 
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Nilai tersebut di bawah rata-rata nilai index pembangunan manusia 

nasional perubahan positif IPM Provinsi di Indonesia pada setiap tahunnya 

mampu mempengaruhi perubahan index pembangunan manusia pada 

setiap provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan gambar di atas 

menunjukkan jika pembangunan antar daerah di Indonesia mendapati 

ketimpangan atau kesenjangan antar Provinsinya. 

Tabe 1. 1  

Index Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Periode 2018-2022. 

Tahun Index Pembangunan Manusia 

Di Provinsi NTB 

2018 67,30 

2019 68,14 

2020 68,25 

2021 68,65 

2022 69,46 

Sumber : (Badan Pusat Statistik,2023) 

Gambar 1.2 menunjukan IPM  di NTB 5 tahun terakhir mengalami 

fluktuasi pada awal tahun 2018 index pembangunan manusia di Provinsi 

NTB berada pada angka 67,30 selanjutnya dari tahun 2019 merupakan 

indeks pembangunan manusia terendah 5 tahun terkhir  dan di tahun 2020 

sampai 2022 mengalami peningkatan yang konsisten menjadi 69,46. Index 

pembangunan manusia di Provinsi NTB. 
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Penjelasan Haji Babaei dan Ahmadi (2018), Jika pengeluaran 

pemerintah sebagai persentase dari PDB tetap di bawah ambang batas, 

IPM akan meningkat seiring dengan pengeluaran pemerintah yang lebih 

tinggi. Ketika pengeluaran publik sebagai proporsi PDB melebihi ambang 

batas, aturan IPM menurun. Temuannya menampakkan jika pemerintah 

harus mempertimbangkan untuk memotong pengeluaran karena ada situasi 

dimana pengeluaran pemerintah melampaui apa yang diperlukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam beberapa keadaan, 

kesejahteraan masyarakat tidak akan menderita sebagai akibat dari 

penurunan alokasi anggaran. Pemerintah perlu memprioritaskan seberapa 

baik pengeluarannya meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat 

daripada berapa banyak uang yang dihabiskan untuk mereka (Mongan, 

2019). 

IPM populasi yang jelek akan mempunyai efek ke produktivitas 

tenaga kerja yang sedikit. Oleh karena itu, pendapatan yang rendah adalah 

penyebab tingginya angka kemiskinan. Selain itu, karena tenaga kerja 

adalah aset utama bagi orang miskin, investasi akan lebih signifikan di 

bidang kesehatan dan pendidikan. Memiliki akses ke layanan kesehatan 

dan pendidikan yang terjangkau akan secara signifikan meningkatkan 

produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan dan investasi 

dibidang pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan yang ada disuatu 

daerah ataupun negara (Riana & Khafid, 2022). 
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Selain berkonsentrasi pada distribusi pendapatan dan kekayaan 

untuk mengurangi ketidaksetaraan, Kondisi sosial ekonomi telah 

ditetapkan oleh Islam, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan. 

Syariah Maqhashid memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan 

dalam Islam. Islam membagi kebutuhan dasar manusia menjadi lima 

kategori: kekayaan, pendidikan, agama, kesehatan fisik, dan keturunan 

(Auda, 2019). Tujuan utama Islam adalah untuk memenuhi persyaratan ini 

karena setiap orang memiliki potensi untuk memiliki kehidupan yang 

produktif. Meningkatkan kesejahteraan atau tingkat kehidupan yang 

bermanfaat adalah tujuan kesejahteraan (masalih). Oleh karena itu, akan 

dianggap miskin jika salah satu dari tuntutan ini tidak dipenuhi (Faisol, 

2017). 

Sebagai alat ukur berbasis peringkat yang terkenal, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP. Pencapaian 

kesejahteraan material dan sosial masih menjadi fokus indikator IPM. 

Ekonomi Islam memandang kesejahteraan manusia ditentukan oleh 

prestasi duniawi dan surgawi; akibatnya, indikator pembangunan ekonomi 

tradisional, seperti Indeks Pembangunan Manusia, dianulir taidak cukup 

kompatibel mengukur kesejahteraan manusia, khususnya di negara Islam. 

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa agama tidak diperhitungkan sebagai 

indikator saat mengukurnya. Fakta ini berfungsi sebagai dasar untuk 

pengembangan model baru yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan 
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Islamic-Human Development Index atau I-HDI, atau I-IPM, yang 

mengukur kesejahteraan manusia dari perspektif Islam (Tiara, 2018). 

Pembangunan dan peningkatan kesejahteraaan yang diusung secara 

konvensional sungguh sangat jauh dari tujuan dan cita-cita yang ingin 

diraih dalam islam yaitu Maqosid Syarì’ah, yang bermuara pada tujuan 

Maslahah. keberhasilan pembangunan hanya dinilai dari aspek fisik dan 

pencapaian materi saja sebagai standar kesejahteraan dan 

mengesampingkan aspek mental dan spiritual di dalamnya. Sementara 

ajaran islam adalah ajaran yang mengatur semua sendi kehidupan, dapat 

menjawab setiap persoalan-persoalan yang muncul, termasuk juga 

persoalan ekonomi dan kesejahteraan manusia.  Ajaran islam itu “salihun 

likulli zaman wa likulli makan  (cocok untuk semua jaman dan tempat.) 

walaupun wahyu sudah turun lebih 14 abad yang lalu semenjak wafatnya 

Rasulullah, dalam hal ini maqhasid syariah sangat membantu untuk 

mewujudkan kesejahteraan itu (Al Awwa, 2006). 

Konsep pembangunan dalam perspektif ekonomi islam 

sesungguhnya jadi alternative untuk merumuskan kembali arti terhadap 

nilai pembangunan manusia seperti yang yang dijelaskan dalam 

pernyataan ini. Pandangan islam terhadap pembangunan ekonomi adalah 

sangat unik serta khas dan sangat berbeda dengan pandangan 

konvensional, khususnya pada pokok yang yang sangat dasar. Tujuan 

pembangunan ekonomi dalam pandangan islam adalah untuk mencapai 
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kesejahteraan menyeluruh baik dunia dan akhirat dan disebut dengan falãh 

(Hendri Anto MB, 2010). 

Indeks pertumbuhan manusia yang konsisten dengan keyakinan 

Islam dan cocok untuk digunakan di negara-negara Muslim dan non-

Muslim pada dasarnya telah dikembangkan karena HDI dianggap tidak 

mampu mengarahkan agama pada pandangan etis pembangunan ekonomi-

sosial di negara Muslim.  Anto (2011) awalnya mempresentasikan IHDI, 

yang ditentukan oleh metrik yang mewakili lima rukun dasar maqashid 

syariah (Asep Nurhalim et al., 2022). 

Konsepsi Islam tentang perkembangan manusia didasarkan pada 

maqosid syariah dan dimensi material dan moral ditekankan. Dua 

persyaratan manusia yang penting diakui oleh Islam: awal, keduniawian, 

atau keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang material dan terlibat 

dalam produksi maksimum. Para cendekiawan Islam, Terkhusus Al-

Ghazali dan Al-Syatibi, telah menguraikan penerapan maqohsid syariah 

untuk mengukur perkembangan manusia. Mereka merangkum lima tahap 

umat manusia, atau al-kulliyah al-khamsah, ialah: melestarikan agama 

(hifÎ al-dìn), melindungi jiwa (hifÎ al-nafs), melestarikan kecerdasan (hifÎ 

al-'aql), melindungi keturunan (hifÎ al-nasl), dan melestarikan kekayaan 

(hifÎ al-mal) (Rukiah et al., 2019). 

Berbagai aspek mendasar dari kualitas hidup digunakan oleh 

Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) untuk mengukur pencapaian 

pembangunan manusia. Lima dimensi digunakan untuk menghitung (I-
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HDI) diantaranya Hifdz dien dengan indikator angka kriminalitas, Hifdz 

nafs dengan indikator angka harapan hidup, Hifdz aqal dengan indikator 

angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, Hifdz nasl 

dengan indikator laju pertumbuhan penduduk dan Hifdz maal dengan 

indikator pengeluaran perkapita dan indeks kendalaman kemiskinan 

Tabel 1.2 

I-HDI Kabupaten  Kota Provinsi NTB 2018-2020 

NO KABUPATEN KOTA 2018 2019 2020 

1 Kota Mataram 85,6 84,6 67,4 

2 Kota Bima 43,4 51,8 33,56 

3 Kabupaten Bima 41,6 37,4 41,2 

4 Dompu 72,7 62,4 52 

5 Lombok Lombok Barat 69,4 60,4 58,6 

6 Lombok Tengah 76,8 52,2 71,6 

7 Lombok Timur 79,8 86,6 42,44 

8 Lombok Utara 36,8 36,6 38,8 

9 Sumbawa 75,8 63 59 

10 Sumbawa Barat 53 51,2 35,4 

Sumber : Data Diolah Dilapangan, 2024 

Berdasarkan pada Tabel 1.2 menampakkan I-HDI di Kabupaten 

Kota Provinsi NTB mengalami fluktuasi, nilai I-HDI tertinggi yaitu ada 

pada kota Mataram, dan I-HDI terendah ada pada Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima 
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Gambar 1. 2  

Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan, Pendidikan 

Perumahan Fasilitas Umum dan Perlindungan sosial 

Provinsi NTB Tahun 2018-2022 

 

Sumber: Direktoral Jendral Perimbangan Keuangan, Di Olah, 2024 

Berdasarkan pada Gambar Grafik 1.3 pengeluaran pemerintah 

menurut fungsi  pendidikan, kesehatan, perumahan fasilitas umum dan 

perlindungan sosial pada tahun 2022 di Provinsi NTB mengalami 

peningkatan pada tahun 2020 mengalami penurunan, pengeluaran 

pemerintah fungsi pendidikan pada tahun 2022 mengalami penurunan dan 

untuk tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, pengeluaran pemerintah 

fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2020 sangat tinggi 

sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis, dan 

untuk pengeluran pemerintah dalam sektor perlindungan sosial di tahun 
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2020 mengalami peningkatan, dan di tahun 2021-2022 mengalami 

penurunan untuk anggaran pemerintah dalam sektor perlindungan sosial. 

Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal: pengeluaran. Dalam hal 

ini, pemerintah dapat menggunakan anggarannya dengan sebaik mungkin 

untuk melakukan subsidi, misalnya area pendidikan dan kesehatan. 

Belanja pemerintah yang ditargetkan akan mampu meningkatkan 

pendapatan, dan pada akhirnya HDI juga akan meningkat (Wibowo, 2019). 

Kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif 

dan meningkatkan IPM adalah meningkatkan belanja pemerintah demi 

area Pendidikan dan Kesehatan. Investasi pemerintah pada divisi 

kesehatan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas, yang meningkatkan IPM dan unsur-unsur 

penyusunnya, terutama harapan hidup. Kemampuan seseorang untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi dapat dibantu oleh kesehatan mereka, dan 

mereka yang berada dalam kesehatan yang baik juga dapat meningkatkan 

pendapatan mereka melalui peningkatan produktivitas di tempat kerja. 

Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan menghabiskan lebih banyak 

untuk konsumsi (Fajrin & Erisniwati, 2021). 

IPM dan komponennya, khususnya pendidikan, secara signifikan 

dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Hal ini 

terutama berlaku untuk peningkatan indikator rata-rata panjang sekolah 
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dan harapan panjang sekolah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

meningkatkan pemahaman publik tentang nilai menjaga kesehatan, yang 

memperpanjang harapan hidup (Wardhana, 2020). Pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat tumbuh seiring dengan meningkatnya tingkat 

pendidikan, yang meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Tingkat 

produksi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran 

masyarakat (Masili Lumanauw, 2022). 

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan di Indonesia, 

studi yang terapkan oleh World Bank dan PROSPERA menyoroti beberapa 

problematika yang berkontribusi terhadap buruknya standar pendidikan di 

Indonesia. Temuan World Bank menunjukkan bahwa terdapat empat aspek 

masalah pendidikan di Indonesia diantaranya terutama ketidakseimbangan 

kekuasaan antara pemerintah federal dan lokal, kaliber guru yang buruk, 

kurangnya akuntabilitas, dan pemantauan evaluasi yang masih di bawah 

standar. Sementara itu, hasil PROSPERA menekankan pada sekolah 

kejuruan, pengeluaran pemerintah daerah, kualitas guru, dan kinerja. 

Pertama dan terpenting, ada dua masalah utama: kualitas guru yang rendah 

dan perbedaan regional dalam kualitas pendidikan. Oleh karena itu, 

perlunya peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan mengeluarkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Dengan 

begitu akan membuka pintu yang lebih lebar pada akses pendidikan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan selanjutnya 
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berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia 

(Fahmi, 2018). 

Penanganan alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan 

tersebut pemerintah memerlukan koordinasi yang baik dimulai dari proses 

perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Selain itu, penelitian ini 

memanfaatkan Variabel yang Mempengaruhi belanja Pemerintah pada area 

Pendidikan dan kesehatan. untuk menguji upaya pemerintah pada realisasi 

anggaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di 

Indonesia. Sejumlah penelitian juga menentukan Hubungan Antara Indeks 

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Belanja Pemerintah. Salah satu studi 

tersebut menjelaskan bagaimana, ketika menerapkan pendekatan Bank 

Pembangunan Asia (ADB), indeks inklusif semua provinsi di Indonesia 

kecuali Papua telah menghasilkan hasil yang memuaskan. Rendahnya 

tingkat inklusi di Provinsi Papua Barat dan Papua jika dibandingkan 

dengan provinsi lain adalah hasil dari penggunaan teknik World Economic 

Forum (WEF) dan United Nations Development Programme (UNDP) 

(Sitorus, A & Arsani, 2018). Penelitian tambahan menunjukkan bahwa 

indeks pertumbuhan inklusif dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran 

regional dan karakteristik terkait kesehatan, dan dipengaruhi secara negatif 

oleh hal-hal seperti pengangguran, tingkat kemiskinan, dan pencapaian 

pendidikan.   

Dalam rangka meningkatkan IPM dan komponennya, khususnya 

harapan hidup, Jumlah dan kualitas kesehatan masyarakat dikembangkan 
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sebagian oleh belanja pemerintah di area kesehatan. Sementara berada 

dalam kesehatan yang baik dapat memudahkan seseorang untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi, berada dalam kesehatan yang lebih baik 

juga dapat membuat seseorang lebih produktif di tempat kerja, yang dapat 

menyebabkan kenaikan gaji. Pengeluaran konsumsi masyarakat akan 

meningkat dengan pendapatan tinggi (Fajrin & Erisniwati, 2021). 

Bersama dengan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, 

perlindungan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan 

nasional. UUD 1945 mendikte tujuan bangsa Indonesia untuk sistem 

jaminan sosial, yang berfungsi sebagai landasan konstitusi Negara. Edi 

Suharto (2008) Setiap program yang dilaksanakan oleh sektor publik, 

komersial, maupun masyarakat guna mencapai transfer pendapatan atau 

konsumsi kepada orang susah, mengawal populasi rentan dari ancaman 

terhadap mata pencaharian mereka, dan meningkatkan status sosial 

kelompok terpinggirkan disebut sebagai perlindungan sosial (Iping, B. 

2020). 

Penelitian Alya dkk, (2020). Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa sementara pendapatan per kapita dan sektor kesehatan memiliki 

sedikit pengaruh pada IPM, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan 

memiliki dampak menguntungkan parsial pada ukuran tersebut. Di 

Provinsi NTB, belanja pada area pendidikan, Kesehatan dan pendapatan 

per kapita semuanya berdampak positif terhadap IPM pada saat yang 

bersamaan. 
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Penelitian Dalimunthe & Imsar, (2023), Meskipun I-HDI Indonesia 

saat ini relatif rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hal itu telah 

meningkat setiap tahun. I-HDI dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran 

pemerintah dan berdampak negatif terhadap kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia sesuai untuk pengukuran I-HDI. 

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan diatas dalam rangka 

menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian bertema Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index 

(I-HDI) Kabupaten Kota Di Provinsi NTB 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh terhadap  

I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022? 

2. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi Pendidikan Berpengaruh 

terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022? 

3. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum 

berpengaruh terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-

2022? 

4. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial 

berpengaruh terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB tahun 

2018-2022? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelasakan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

fungsi kesehatan I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 2018-2022 

2. Untuk menjelasakan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

fungsi pendidikan terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi NTB 

2018-2022 

3. Untuk menjelasakan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

fungsi perumahan dan fasilitas umum terhadap I-HDI di Kabupaten 

Kota Provinsi NTB 2018-2022 

4. Untuk menjelasakan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

fungsi perlindungan sosial terhadap I-HDI di Kabupaten Kota Provinsi 

NTB 2018-2022 

D. Manfaat Penelitian 

Diperkirakan bahwa penelitian ini akan memiliki aplikasi teoritis 

dan praktis. 

1. Manfaat teoritik : Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan informasi bagi para akademisi dan bisa 

menambah referensi untuk melakukan studi tambahan tentang topik ini. 

2. Manfaat Praktis : temuan studi ini diharapkan bisa memberikan 

informasi mengenai lembaga pemerintahan Daerah terhadap I-HDI 
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E. Sistematika Pembahasan 

Pada penulisan sistematika pembahasan dibuat secara berurutan, 

penulis menyajikan gambaran umum tentang penelitian ini dalam 

mempermudah penyusunan tesis. Sistematika pembahasan meliputi: 

Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, formulasi, 

tujuan, keuntungan, dan sifat metodis dari perdebatan, dibahas secara lebih 

rinci dalam bab pertama. Bab ini akan menawarkan ringkasan menyeluruh 

tentang masalah yang muncul. 

Bab selanjutnya atau kedua mendeskripsikan sektor landasan teori, 

telaah Pustaka atau tinjauan literatur komprehensif, menyajikan kerangka 

teori, dan hipotesis. Bagian ini pertama-tama mengklarifikasi hubungan 

mendasar antara variabel dan kemudian menunjukkan bagaimana 

kaitannya dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada subjek 

penelitian. Selanjutnya, perumusan dugaan dan kerangka konseptual 

berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan penulis. 

Bab ketiga memaparkan metodologi penelitian yang digunakan, 

bersama dengan demografi, sampel, metodologi, jenis studi, dan alat 

analisis yang dimanfaatkan untuk analisis data. Untuk generalisasi abstrak 

dari prasangka, penting untuk menggunakan pendekatan 10 pengambilan 

sampel yang sesuai dan secara akurat mencerminkan fenomena populasi 

yang mendasarinya. Selain itu, sangat penting menggunakan alat analisis 

guna menentukan sejauh mana model yang kami kembangkan konsisten 

dengan fenomena yang terlihat dalam data. 
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Bab selanjutnya atau keempat mencakup temuan juga pembahasan. 

Bagian ini menyajikan temuan perhitungan olah data beserta analisis yang 

mengenai dengan temuan tersebut. Pada bagian ini juga memaparkan 

korelasi antara hasil statistik dan teori yang digunakan, serta hubungannya 

dengan keadaan riil. Bahkan selain itu, bab ini berfungsi sebagai jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah dan 

hipotesis yang sudah peneliti sajikan. 

Terakhir atau bab kelima ialah kesimpulan penelitian, termasuk 

temuan penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, dan gagasan 

terhadap penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Menggunakan pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, 

kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial sebagai 

variabel independen, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis islamic human development index. dengan variabel 

dependen adalah I-HDI 2018-2022. Penelitian ini menggunakan regresi 

data panel dengan model yang dipilih berdasarkan hasil pengujian yaitu 

Fixed Effect Model (FEM), dan kesimpulannya antara lain sebagai berikut. 

Pada bagian ini, kita akan membahas rumusan masalah dan hipotesis yang 

dibuat pada pembahasan sebelumnya: 

1. Di Kabupaten, Kota, dan Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah 

di bidang kesehatan berdampak positif namun tidak signifikan 

terhadap IPM-I dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil ini selaras dengan 

hipotesis yang telah disusun pada pembahasan sebelumnya. 

2. Di Kabupaten Kota Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah untuk 

pendidikan berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap IPM-I 

dari tahun 2018 hingga 2022. Temuan penyelidikan ini tidak 

mendukung hipotesis yang diajukan dalam debat sebelumnya. 

3. Di Kabupaten Kota, Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah terkait 

fasilitas umum dan sektor industri berdampak positif dan signifikan 

terhadap IPM-I dari tahun 2018 hingga 2022. Temuan penelitian ini 

mendukung teori yang dikembangkan selama debat sebelumnya. 
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4. Di Kabupaten Kota, Provinsi NTB, variabel belanja pemerintah terkait 

perlindungan sosial berdampak positif dan signifikan terhadap I-IPM 

dari tahun 2018 hingga 2022. Temuan penelitian ini mendukung teori 

yang dikembangkan selama debat sebelumnya. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya serta dijelaskan dengan 

argumentasi yang mendukung dalam pembahasan ini, maka dapat 

disimpulkan beberapa implikasi baik di bidangk akademisi dan praktisi. 

Dalam bidang akademisi hasil penelitian ini berimplikasi terhadap 

penambahan keilmuan melalui Islamic human development index (I-HDI) 

pada suatu negara maupun daerah lebih khususnya Provinsi NTB periode 

2018-2022, dan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

sehingga mampu memberikan gambaran baru terkait I-HDI dalam 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

Sedangkan dalam bidang praktisi penelitian ini mampu 

memberikan gabaran seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap I-HDI di Provinsi NTB dengan menggunakan beberapa dimensi 

I-HDI dengan beberapa indikator Hifdz Dien dengan indikator angka 

krimininalitas, Hifdz Nafs dengan indikator angka harapan hidup, Hifdz 

Aqal dengan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata 

lama sekolah, Hifdz Nasl dengan indikator laju pertumbuhan penduduk, 

Hifdz Maal dengan indikator pengeluaran perkapita dan indeks kedalaman 

kemiskinan dalam kurung waktu 2018-2022. Dalam hasil penelitian ini 
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mampu menjadi buki otentik terhadap beberapa indikator yang harus ada 

perhatian khusus dari lembaga pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam 

meningkatkan I-HDI. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dengan kerendahan hati dan harapan untuk studi di masa depan, 

peneliti mengacu pada kesimpulan penelitian dan mengakui bahwa masih 

ada banyak kekurangan dan batasan. Beberapa kelemahan penelitian ini 

meliputi: 

1. Adanya data pengeluaran pemerintah pada tahun 2023 di Kabupaten 

Kota Provinsi NTB yang belum di publis sehingga peneliti mengambil 

sampel penelitian sampai pada tahun 2022. 

2. Alih-alih menggunakan sebelas pengeluaran pemerintah sebagai 

variabel independen, peneliti menggunakan empat variabel 

independen fungsi pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini: 

pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial, perumahan, 

fasilitas, pendidikan, dan kesehatan. sehingga tidak menemukan 11 

fungsi pengeluaran pemerintah manakah yang sangat mempengaruhi 

dan tidak terhadap Islamic Human Development Index. 

3. Peneliti hanya menggunakan beberapa indikator dari 5 dimensi  terkait 

dengan I-HDI. 

D. Saran 

Berikut ini adalah beberapa saran dari penelitian ini yang dapat 

digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan penelitian di masa depan: 
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1. Perlunya menambahkan bebrapa variabel independen seperti variabel 

pengeluaran pemerintah dalam sektor ekonomi, pelayanan umum dll. 

2. Perlunya menambahkan beberapa indikator dalam 5 dimensi dalam 

maqosid syariah seperti jumlah tempat ibadah dan lain sebagainya. 

3. Pemerintah harus merancang struktur baru yang memungkinkan 

alokasi anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan dan 

pembangunan masyarakat secara keseluruhan. 
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